PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHA@

WALIKOT@BUM
Menimbang : a. bahwa sehubungaf @.am perkgan yang tidak sesuai dengan
asumsi Kebi pAum BD, keadaan yang menyebabkan
pergeseran a it orga i, antara kegiatan, dan antar jenis

z

=}

belanja, k g bkan sisa lebih tahun anggaran

sebelumny, i un@ untuk pembiayaan dalam Tahun
Anggara ma a% dilakukan perubahan APBD Tahun
Anggara 3 @

b. ha asark timbangan sebagaimana dimaksud dalam
n sesu an Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor ....

T o

Hasi si, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
han ARBDjfahun Anggaran 2008;
Mengingat &-¥gdang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
2 1 Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
pn Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14
);
2. ng-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang .......




3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Legnbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

tang Bea Perolehan

g ra Republik

Lemblaran Negara
Republik Indonesia Nom a ima@ telah diubah
dengan Undang-Undagng gr 20 n 2000 tentang
ahg“Ungtartg Nomor hun 1997 tentang

\ ainah dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indohe ahun Z@J omor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indo@ mor 3988);
5. Undang-Unda mor % T
ara B

4. Undang-Undang Nomor 21 Tah

ahun 1999  tentang
Penyelenggaraan ersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dansme (Le an Negara Republik Indonesia
Tahun@ NNoor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indone or 3851);

c@ 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Lembaran Negara Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia Tahun 2004
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Eom
Nom ;
& 8. ng-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
:: ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
d

onesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
publik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang .......
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11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

tentang Perimbangan
emerintahan Daerah
0/ 2004 Nomor 126,

bsia N438) ;
13. Undang-Undang  Nomor

| 009 tang Majelis
Permusyawaratan Daerah, Rel erwak akyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dey’g Jvakilan Rakygft Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesig
Negara Republik Indonesia

14. Peraturan Pemerintah Nomqr 65 T @1 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Rep Ind " Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan LembarapNgsara Rep Indonesia Nomor 4138);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200X
Keuangan antara Pemerintah Pusat A
(Lembaran Negara Republik Indonegfa

15. Peraturan P
(Lembaran
Tambahan 4

6mor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
epubli donesia Tahun 2001 Nomor 119,
Negar @o lik Indonesia Nomor 4139);

16. Peratura intah ‘I@ 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian
Jumlah tif De ggaran Pendapatan dan Belanja Negara
At

5 dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif

dan A« Penda

PinjAlman)R¢merint at dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
% ndonesi un 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran
N )

{@rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomg Pambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416
Perqty
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Qfkoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

19. Peraturan ......
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Ta
Perimbangan (Lembaran Negara Repub]
Nomor 137, Tambahan Lembaran
Nomor 4575);

n 2005 tentang Dana
Indonesia Tahun 2005

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 n 200 ang Sistem

Informasi Keuangan Daerah gata Repy blik Indonesia
gara Republik

Tahun 2005 Nomor 138,
Indonesia Nomor 4576);

23. Peraturan Pemerintah 57 T 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indone un 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembara ra Repb% onesia Nomor 4577);

24. Peraturan PemegintatnYomor ahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dagq Lembaran ara Republik Indonesia Tahun

Nbahan {embaran Negara Republik Indonesia

h \@r 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
\%\ Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Sia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
@lik Indonesia Nomor 4585);

dtfgn Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
crallgan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
blik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

eraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
euangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);

29. Peraturan .....

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan



Menetapkahy/:

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja\Dqerah Tahun Anggaran
2009;

Peraturan Daerah Kota Sukabumi 05 tentang
Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran - umi Tahun
2005 Nomor 5 Seri A - 3); @ o

Peraturan Daerah Kota Sukab 1 Tahu% tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan n embargg Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahs embara@erah Kota Sukabumi

Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota S

Pendapatan dan Belanja-Bg
Kota Sukabumi Tahu r

Peraturan Daera ukabum@ﬁmor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan 4"»-. Sykabumi ran Daerah Kota Sukabumi Tahun

engap PegSetujuan Bersama
WAKILA YAT DAERAH KOTA SUKABUMI

dan
OTA SUKABUMI

omor 1

Nom ahun 2008 tentang Anggaran
Tah@g aran 2008 (Lembaran Daerah

MEMUTUSKAN :

ERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
AN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula
berjumlah Rp 480.169.632.000,00 bertambah sejumlah Rp 36.838.330.000,00
sehingga menjadi Rp 517.007.962.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1.

1. Pendapatan ......
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Pendapatan

a. Semula Rp 458.908.401.000,00
b. Bertambah/ (berkurang) Rp_ 49.466.523.000,00




Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 508.374.924.000,00

Belanja

a. Semula Rp 521.106.261.000,00

b. Bertambah/ (berkurang) Rp 58.776.945.000,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 579.883.206.000,00
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan Rp  (9.310.422.000,00)

Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp 69.03%@8&00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 21.53% 00
Jumlah penerimaan setelah perubahan \> Rp 90.571.563.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah pengeluaran setelah pe

d dalam Pasal 1 terdiri dari :

@ asal 2@
(1) Pendapatan Daerah s@wna di @
a. Pendapatan aslié?

Rp 47.372.244.000,00
Rp_5.499.530.000,00

%h perubahan Rp 52.871.774.000,00

Rp 330.399.919.000,00
g Rp  1.506.888.000,00
n setelah perubahan Rp 331.906.807.000,00

1) Semula

Semu. Rp 33.361.814.000,00
) Bert / (berkurang) Rp  8.296.004.000,00
umlah jn pendapatan daerah yang sah setelah

Rp 41.657.818.000,00

a. Pajak daerah

1) Semula Rp 4.892.080.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 87.710.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 4.979.790.000,00
b. Retribusi .....
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b. Retribusi daerah

1) Semula Rp 40.654.265.000,00



2) Bertambah/ (berkurang) Rp  3.468.156.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 44.122.421.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 918.235.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 678.311.000,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

setelah perubahan Rp 1.596.546.000,00

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp 907.664.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp  1.265.383.900,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang s t ah
perubahan R 2.173.017.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimak a ayaruf b terdiri
dari jenis pendapatan : S
a. Dana bagi hasil @
1) Semula 24.208. 0 000 00

2) Bertambah/(berkurang) 1.506. QO ,00

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 25.714.977.000,00
b. Dana alokasi umum

1) Semula w 8.943.830.000,00

2) Bertambah/ (berk -

Jumlah dana alo efelah perubaha Rp 278.943.830.000,00

c. Dana alokas1%%

a. i &
mula : ;; Rp -
ertambah/ (berkurang) Rp -
umlah hj etelah perubahan Rp -
b. Dan
1 Rp -

rtambah / (berkurang) Rp -
dana darurat setelah perubahan Rp -

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula Rp 17.474.051.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp  3.763.580.000,00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp 21.237.631.000,00
d.Dana ......
_8-

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus



1) Semula Rp  2.654.610.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp -
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah
perubahan Rp  2.654.610.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp 13.233.153.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp  4.532.424.000,00

Jumlah bantuan dari provinsi atau dari pemerintah daerah

lainnya setelah perubahan Rp 17.765.577.000,00

Pasal 3
(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam erdiri dari :

.00Q,00
0Q.00 Q
\V ARp 231.000.435.000,00

1) Semula Rp 258.2 0,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp__ (6A82:478.000,00)

Jumlah belanja langsung sefg ybahan %\Vj Rp 252.172.344.000,00
dari jenis belanja :

ana @sud pada ayat (1) huruf a terdiri
a. Belanja pegawai %

1) Semula @Rp 177.799.431.000,00
Al Rp  9.242.146.000,00
Jumlah be}ay Rp 187.041.577.000,00

4 €PN -
mbah/ (begRuzang) Rp -

nlalNelanja ]jiga lah perubahan Rp -
fja subsidi

a. Belanja tidak langsung

1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang) RO\ _L.
Jumlah belanja tidak langsung sete erbahad

b. Belanja langsung

(2) Belanja tidak langsun

) Sempyl4 Rp -
) Bertambak/ (berkurang) Rp -
Juml o subsidi setelah perubahan Rp -
d. DBélanjakjgah
Semula Rp 16.772.596.000,00
2) Bértambah/ (berkurang) Rp  (1.046.223.000,00)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 15.726.373.000,00
e. Belanja bantuan sosial
1) Semula Rp 19.805.283.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp  3.889.702.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 23.694.985.000,00

f. Belanja ......
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f.

Belanja bagi hasil

1) Semula Rp 430.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp -
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 430.000.000,00

Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp  3.107.500.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp -
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp  3.107.500.000,00

Belanja tidak terduga
1) Semula Rp 1.00@0
2) Bertambah/ (berkurang) Rp =

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubaha : \Y% OO0.000.000,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksye-Radaayat (1) b terdiri dari

a.

Belanja pegawai

1) Semula . 2@2’00
2) Bertambah/(berkurang) p  4.066,89000,00

jenis belanja : @ /{ &
48.27

Belanja barang dan jasa

Jumlah belanja pegawai setelah_perubahan @\/ Rp 52.338.622.000,00

@501.455.000,00
Rp .445.714.000,00
&ubahan Rp 111.947.169.000,00
@ Rp 113.480.884.000,00

Rp (25.594.331.000,00)

@ han Rp 87.886.553.000,00
@ Pasal 4

spbdgaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

§ Rp 69.035.655.000,00
ampPaly/ (berkurang) Rp  21.535.908.000,00
qrimaan setelah perubahan Rp 90.571.563.000,00

Rp  3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 30.835.183.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 33.835.183.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
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a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp 50.253.179.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 21.535.908.000,00
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp 71.789.087.000,00

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp 18.500.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp -
Jumlah pencairan dana candangan setelah perubahan Rp 18.500.000.000,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula R A

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah ya sahlé&(n

setelah perubahan -
d. Penerimaan pinjaman daerah Q

1) Semula R %

2) Bertambah/(berkurang) RPN
Jumlah penerimaan pinjaman daengh peruba Rp -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp

2) Bertambah/ (berkuran

Jumlah Penerimaan k beri @ aman setelah

perubahan Rp -
f. Penerimaan pluh

1) Semula Rp 282.476.000,00

2) Bertamb, Rp - .

Jumlah pep %etelah perubahan Rp 282.476.000,00
3) Pengelua ksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pemb1
a. Pe kan da agan

ula Rp -
20 Pertambah rang) Rp  29.585.183.000,00
lah p PYbentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 29.585.183.000,00
PenyertaaQ ; al (investasi) Pemerintah Daerah

Rp  3.000.000.000,00
agfbah/ (berkurang) Rp _ 1.250.000.000,00
ah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
perubahan Rp  4.250.000.000,00

elak

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula Rp -
2) Bertambah/(berkurang) Rp -
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp -

d. Pemberian ......
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d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp -

2) Bertambah/ (berkurang) Rp

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah

setelah perubahan Rp -
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Peng
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercamtag dglam Lampiran yang

/APBD gurut Urusan
Organisas D;

D menurut Urusan Pemerintahan
@patan, Belanja, dan

4. Lampiran IV i Rerubaha @\ja menurut  Urusan
inta aerah, %sasi SKPD, Program dan
' @anja Daerah untuk Keselarasan

rusan Pemerintahan Daerah dan
a Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pegawat' Per Golongan dan Per Jabatan;

[0 é‘\r Tahun Anggaran 2008;

Modal (Investasi) Daerah Tahun

1. LampiranI  Ringkasan Perubahan A
2. LampiranIl Ringkasan  Peryka

Pemerintahan Dj
3. Lampiran Il Rincian Peruba

5. Lampiran V

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VY

10. Laxqps DaftayRerKifaan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-
i n Anggaran 2008;
fftannKegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum

11. I
§ ; Anggaran 2008;

piran aftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2008

@ Pasal 6

Walik kabumi menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Perubahan™ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal

WALI?OTA SUKABUMI,
MOLIKH
. . . Q
Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal < é ’;
MOHAMAD MURAZ O @ :
LEMBARAN DAERAH KOTA SK@TAH @H NOMOR 8

&y &

SSYUKUR

@)

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUM]I,



